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TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PFEMBANGUNAN NASIONAL

Menimbang

Menzingat

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN FEMBANGUNAN NASIONAL,

o

bahwa untuk menunjang terlaksananva koordinasi dan  penvusunan
rencana pembanzunan nasional vang demokratis, partisipatif, terbuka, dan
benntegnias dalam rangka menghasilkan rencana pembangunan jangka
panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan  rencana
pembangunan tahunan/rencana kerja pemerintah, perlu  dilakukan
koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional;

bahwa dalam rangka terlaksananya koordinasi penyvusunan dokumen
perencanann pembangunan nasional yang efektif, efisien dan tepat waktu
sesual dengan mekanisme, tahapan dan jadwal yvang telah ditentukan, periu
disusun  suatu acuan atau  pedoman terhadap mekanisme dan
penyusunannya;

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem FPerencanaan
Pembangunan Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Keda
Pemerintal;

4. Peraturan ...



Menetapkan :

-

4. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tenfans Peayvosunan Eencana

o

kerja dan Angzaran Kementerian Negara/ Lembaga;

Reputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anzzaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputtisan Presiden Nomor 107 tahun 2001 tentang Redudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kepja Menteri Negara
sehagaimana telah dinbah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun
2004;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001  tentang Kedudukan, Tugzas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kega Lembagza
pemerintan Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor B tahun 2004;

Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Ferencanaan Pembangunan Nasional Nomor
KEF.OS0/M.FFN/03/2002 temtang Organisasi dan Tata Kerga Kantor
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Fembangunan Nasional;

MEMUTLISEAN :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA FERENCANAAN PEMBANGLUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN FEREMCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TENTANG FEDOMAN FENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL.

Fasal 1

Fedoman Penyvusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam Keputusan ini untuk
selanjutnys discbut Pedoman, disusun dengan tujuan untuk menjadi rujukan dan acuan bagi
seluruh unit kerja dan pejabat terkait di Kantor Meneg PPN/Bappenas dalam melaksanakan
penyusunan rencana  pembangunan  jangka panjang (KPP,  rencana

pembangunan jangka menengah (RFIP), dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Femenintah (REP),

koordinasi  dan

Fasal 2 ...



Fasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengatur bahwa penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan nasional dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dasar efisiensi,
efektifitas, kemanfaatan, transparansi, dan dapat dipertanggungiawabkan.

Fazal 3

Pedoman adalah schagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan satu
kegatian dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan i,

Pasal 4

FPedoman disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 FENDAHULUAN

BAB 11 DOKUMEN PERENCANAAN FERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAB I FROSES FPENYUSUNAN DOKUMEN FERENCANAAN FPEMBANGUNAN
NASIONAL

BAB IV AGENDA  PENYUSUNAN DOKUMEN FERENCANAAN  FEMBANGUNAN
MASIONAL

BAR WV FENLITUF

Anak Lampiran

Pasal 5
Hal-hal lain vang belum cukup diatur di dalam Pedoman ini akan diatur kemudian.
Fasal G

Reputusan im berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dindakan perubahan sebagaimana mestinya,

Dhtetapkan di Jakarta
Pada fanggal 11 Nopember 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGLINAN NASIONAL/
KEFPALA BADAN FERENCANAAN FEMBANGLUNAN NASIONAL,

SE1 MULYANI INDRAWATI
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistermn Perencanaoan
Pembangunan  Nasional  [UU SPPN) mengamanatkan  bahwa
Perencanoan  Pembongunan  Nosional terdin  otas  perencanoan
pembangunan yang disusun secara terpodu oleh kementenan/lemboaga
daon perencanagan pembangunaon oleh pemenntah doerah sesual
dengon kewenangoannya. Dokumen perencanoan dan  penyusunon
tersebut adaloh rencona pemboangunan jongka panjong (RPJP), rencana
pembangunan jangka menengah [RPIM]. dan rencana pembangunan
tohunon yang selanjutnya disebut Rencana Kena Pemenntah [RKF).

Sebelumnya, talo-cara penyusunan REP telah ditetapkan melalui
Peraturan Pemerintah [PP] Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah, sebagal penjabaran UU Mo, 17 Tahun 2003 tentang
Kevangon Negora. Dalam PP MNo. 20 Tahun 2004 tersebut, ditetopkan
bohwa format daon prosedur penyusunan REP diatur olen Menten
Perenconoon yang dalam hal ini odaloh Kementenaon Megara
Perencanaan Pembangunan Maslonal/Badan Perencanaan
Fembangunan MNasicnal (Kementenan PPMN/Bappenas).

Untuk mendukung terdoksonanya koordinosi dalom  penyusunan
dokumen perencanoan pembangunan nasional fermasuk  mengenai
pengoturan don formainyg, diperukan suotu pedomon  penyusuncn
untuk dipergunakan di lingkungon Kementernon PPM/Bappenas. Dengan
adanya pedoman ini, dhoropkan proses penyusunan  dokumen
perencanaan dopat berjalon dengon koordinasi yong lebih  baik,
transparan, dan tepat waktu, sehingga dapat dihasikan dokumen RPJP,
RFIM dan RKF yang mutakhir dan berkualitas.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Pedoman ini disusun uniuk dipergunakan sebaga acuan dalam
melokukan  koordinasi perencanoon pembangunan,  khususnya
pelaksonoan mekansme penyusunon dokumen  perenconoon
pembangunan nasional dan penyompaian wsulan RKP. bak dengon
kemenierian/lembogo sebagal mifro kero don masing-masing wnit kerfa
maupun andar unit kerja  di lingkungon Kementenan PPH/Boppenas.



C. Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup mekanisme pemyusunan  dokumen
perencanaan pembangunan nasional yang terdin dari RPJP Nesional, RPIM
Masional, dan REP, serla dokumen-dokumen yang terkait dengan ketiga
dokumen perencancan utoma fersebut. Seloin v, pedoman ini juga
mencakup berbogaoi pengerfion yang diperukon dalom  penyusunan
dokumen perencanoan  serfa  wakly  pelaksanoon  penyusunan
pEerencanaan secard ferpennci.

=

Pengerfian Umum

1. Perenconaon odaoloh suotu proses untuk menentukan findokan
masa depan yang ftepatl. melold uutaon  pilhan, dengan
memperhitungkon sumber dayo yong tersedia.

2 Pembangunan MNasional adaloh upoyao yong dilaksanakan cleh
semua komponen bongsa dalom rangka mencapai tujuan
bernegara,

3. Sistern Perencanoan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan
tafa cora perencanoan pembangunan untuk  menghasilkon
rencana-rencana pembangunan daolom jongka pamjang. jangka
menengah, don tohunon yang diloksaonakon oleh  unsur
penyelenggara negora don mosyarckot di fingkat pusat dan
daerah.

4. Rencong Pembangunan Jjangka Panjang [RPJFP|Nasional adalah
dokumen perencanaan pembangunan nasional unfuk periode 20
[dua puluh) ftahun, yang merupokan penjoboron dar tujuon
dibentuknya pemerntahon Negora Indonesia yang fercantum
dalom pembukocan Undong-Undang Dosar Megara Republk
Indonesia Tohun 1945, dolom bentuk visi, misi dan argh
pembongunon Nosionaol.

-3 Rencana Pembangunon Jangka Menengah (RFIM  |Nasional
aodataoh dokumen perencanoan pembangunon nosional uniuk
perode 5 (lima) fahun, yong mearupoakan penjobaran don visi, miss,
dan program Presiden yng deuvsun dengon berpedomon padao
RPJP Masional,

&, Rencono Pembangunan Jangko Menengah
kementeriaon/Lemboga, yang selonjuinyg disebut  Eencana
Strategis Kementeran/Lembaga [Renstro-KL), adaloh dokumen
perencancan kementenan/lembaga untuk penode 5 [ima) tahun,
yang memuat visi, misi, fujuan, strofegi. kebiokan, program, dan
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12,

13

14,

kegiatan pembangunan sesuai dengan togas
kementernan/lembaga yong disusun berpedoman pada RPJM
Nasional dan bersifat indkofif.

Rencana FPemboangunon Tohunan Nasional, yvong selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemernintah (RKP), adalah dokumen
perencanagan nasional uvntuk periode 1 [satu) tahun, yang
mevpakan penjcbaran darn RPJM Nasional, memuot priortos
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro  yang
mencakup gambaran perekonomion secara menyeturuh fermasui
arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas
kementeran/iemboaga, kewilayahan daolom bentuk kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif,

Rencana Pembangunan Tohunon Kemenlerion/Lembaga, yang
selanjutnya disebut Rencona Kerjo Kementerion/Lemboga [Renja-
Kt), adaloh dokumen perencancon kementeron/lemboga untuk
parfiode 1 (sotu) tohun, disusun dengon berpedoman pada
Renstro-KL dan mengacu pada priofios pembangunan Nasional
dan pogu indikofif, serta memuaot kebfokan, program. dan
kegictan pembongunon baik yong diaksonakan longiung oleh
Pemerintfoh moupun yang ditempuh dengon mendoorong
partisipasi masyarakat,

Visi adalah umusan umum mengenal keadaan yang dinginkan
pada akhir perode perencanaan.

Misl odalah rumusan umum Mmengenal upaya-upayd yang akan
diloksanakan untuk mewujudkan visi.

Straotegi  odalah langkah-longkah berisikon  progrom-program
indikatif untuk mewujudkon visl dan mist,

Kebiiokan odoloh aroh/ftindakan yang diombil oleh Pemenntah
Pusal/Daerah untuk mencapai tujuan,

Program adaloh instrumen kebijokan yang berisi satu atau lebih
kegialan yong dilcksanakan oleh instansi pemernntohflembogao
untuk mencopal sasaron dan tujuan serta memperoieh olokosi
anggaran, atou kegiotan masyaraka! yang dikoordinasikan oleh
instansi pemenntah.

Lembogo adaolah orgonisasi nonkementanian negara dan instansi
lgin pengguna anggaran yang dibentuk unfuk melaksaonakan
tugos tertenty berdosarkan Undong Undang Dosar Negara
Repubik indonesic Tohun 1945 otou perafuran  perundang-
undangan lainnyo.

L=
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Frogram Kementerian/Lembaga/satuan Kerja Perangkaol Ooerah
odaloh sekumpulan rencana kerja suatu kementerian/lembaga
atau satuan kerja perangkat daerah,

Frogram Lintos Kementerion/Llemboga/Sotuan Kera Perangkat
Doerah odolah sekumpulan rencona kerjo beberopa kementerian
Nembaga otau beberapa satuan kerja perangkat doerah,

Program Kewiloyohan dan LUnias Wiloyah adalah sekumpulan
rencana kerfo terpadu antarkementerianflemboga dan satuan
kerja perangkat doerah mengenal suatu atou beberapa wilayah,
daerah, atau kawasan.

Musyawarah Perencanocan Pembangunan yang selanjulnyg
disingkat Musrenbang adolah forum antarpeloku dalom rangka
memyusun  rencana  pemboangunan  nasicnal  don rencanc
pembangunan doerah,

Rencana Kera don Anggoaron Kemenleran Negaoro/lembaga
yang selanjuinya odoloh dokumen perencancan  dan
penganggoran  yong bersi progrom don  kegiofan  suaty
kementerian negaraflembaga yang merupokan penjabaran dari
rencana kerjo pemerintoh dan rencana strategis kementerian
negara/lembaga yang bersangkutan dolam sotu tahun anggaran
serfa anggoran yang dipedukan untuk meloksonokonnya.,

Fenganggoron Terpodu odoloh penyusunan rencana keuangan
tahunan yang dilokukon secarc terintegrosi unfuk selurun jenis
belonjo guna melcksanckan kegiotan pemeriniahan  yang
didasorkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Fenganggaron Berbasis Kinefo adaloh pendekaton penyusunan
anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinera, yang terdin
dari program dan kegiatan yong ckan dilaksanakan dan indikator
kinefja yang ingin dicopal oleh suatu entitas anggaran (budget
entity).

Sasaran adalah hasil yang diharopkan don suatu program atau
keluaran yang dinarapkan dari suatu kegiatan,

indikator  kinevgo adalah  ukuran keberhasilan suaiy
kegiatan/program. baik kuantitalif moaupun kualitatif, vang secara
khusus dinyotakon sebogoi suaty pencopaion tujuan yong dopat
menggambarkan skala cfau tingkotan, yong digunakan sebogal
alot kegatan pemantaouan don evaluosi, balk kinefo  inputs,
process, outpuls, oulcomes, benefits, moupun iMpocts, sesuai
dengan sasaran rencana kegiatan/prograrm.

indikator hasil yaitu indikator yaong menunjukkon teloh dicapainyo
maksud dan Wjuon don kegolon-kegiaton yang lelah selesai



25.

27,
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diloksanakan atou indikator yong mencemminkan berfungsinya
keluaran kegiaton poda jaongka menengah.

indikator keluaran yaitu suatu yang diharopkan langsung dicapai
darn sualu kegiatan, baik berupa fisik moupun non-fisik.

Indikator proses yailu indikator yang menggambarkan upaya yang
dilakukan di dolam mengoloh masukan menjadi keluaran. Indikator
ini umumnya dikaitkan dengan keteribaton stakeholders, termasuk
penenima manfoot {beneficiones); serta mekanisme
pelaksonoannya. termasuk koordinas don hubungan kera antar
unit organisasi.

Indikator masukan yaitu indikator yang mengoambarkan segala
sasuaty yang dibutuhkon baik berupa sumbar dang, sumbeardayo
alam, sumberdaya manusia, serta teknologi dan informasi, agar
peicksanoan kegioton dopat berolon unfuk  menghasikan
kelearan.

Indikator manfaaf yaifu indikator yong terkait dengan tujuan akhir
dan peloksanaan kegiatan.

Indikator dampak yoilu indikator yang menunjukkan pengaruh,
baik posidif mauvpun negatif, yong difimbulkon podo sefiop
peloksonaan kebijokan/program/kegiatan dan asumsl yang feloh
ditetapkan.



BAB Il
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam mencapa hjuan pembaongunan dibutuhkan berbogai
perencanaan yang menjadi acuan dalom melaksanakan berbagai
kegatan pembangunan. Berbogai rancaongan pembangunan fersebut
dituangkan dalam dokumen perencanoan yang dibadakan atas perode
waktu pelaksanoan serfa tingkat cokuponnya, Berdosarkon periode
wakiu peloksonoannyg, persncanaan  pembangunan jongka panjang
ditvangkan daolom dokumen yang di sebut dengan RPJIP. perencancan
pembangunan jongka menengoh ditvangkon dalom dokumen yang
disebut dengan EPJM, don perencanaan pembangunan jangka pendek
yang disebut dengan REP.

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJF)

Rencana Pembangunan Jangka Ponjong [RPIF) memnupokon
dokumen perencanaan yang bersi Penjobaran Tujuon  Nasional
sebagaimana yong diomanatikan dalom Fembukaan UUD NRI 1745, yaitu
ditujukan untuk “melndung segenop bangso Indonesic dan sefuruh
tumpah dorah Indonesic.  memajukon  kesejohleraoon umum,
mencerdaskan kehidupon bongsa, don kut meloksaonokan keterfiban
dunia®.

Sesual dengon UU SPPN, jangka wakiu perencanaan unfuk
rencana pembangunan jangka panjang adalah 20 tahun, Oleh sebak
o, RPJP disusun saiu kali dolom 20 tahun, don pemberdakuannya
disahkan melalul undang-undang. Namun demikion, rancangan tersebut
di evoluvos kembali dolom setiop lima ghun don apabia dibutuhkan
dapal disempurnakan yang disyaohkan melalui Revisi Undang-undang
RPJP. Hal ini terkoit dengon sifat pembangunon yong cenderung
dipengaruhi oleh faktor-foktor internal don foktor-foktor eksternal yang
bersifot dinamis. sehinggo songot dimungkinan dibutuhkan perbaikan
atou penyempurnaon alos RPIP yong teloh ditetopkan, agar Tujuon
Nasional yang ingin dituju dapat tercopoi.

RgPJP barsifat indiketf don penjobaronnya difuangkon ke dalom 3
hal utaoma yang terdin don Visi nosional, Misk, serta angh pemboangunan
dalarm 20 tahun mendetong. Visi nosionol mewpakan kondisi yang
diinginkan fenadi dolam jongkao waktu 20 tahun mendatang sejok
rancangon  pembangunan ferssput diletapkan, Misi mamupakan upayo-
upava vang okon diloksonokon atou fugos-tugos yang diemban unituk
mencapal visl nasional terebut. Arah pembangunan merupakan argh



yang menjadi acuan untuk pembangunan dalam melaksonakan misi
untuk mencopal visi yong teloh ditetopkan. Visi, misl, don arah
pembangunan di dalom RPJP dijobarkan sampai pada bidong-bidang
pembangunan untuk 20 fahun ke depan.

Format Roncangan Awol RPJP Masional sesual pasal 4 ayal (1)
Ul 5PPN adolah sebagai berikut;

F nal

Fenjaobaran Tujuan Nasional dengan dibentuknya pemerintah
sebagaimana yong diomanatkan dalom Pembukaon UUD MNERI
1945, vaitu unbuk:

“metindung segenap bongsa indonesia dan selwuh tumpah
darah Indanesia, memajukan kesefohferaan umum,

mencerdaskan kehidupan bangse, dan ikut melaksanakan
ketertibon dunia”,

Fenjabaran ini dituangkan ke dalom rancangan:
o Vgl nosional untuk 20 tahun ke depon;
= _Misi yang harus diemban unfuk mencapai visi di atas;

« Arch Permbangunan Nosionaol selama 20 tabhun
mendatang.

B. Rencana Pembangunon Jangka Menengah (RPIM)

EPJM Nasional adalah rencana pembongunan untuk periode 5
tohun yang merspokon penjabaran dari visi, misi, don program Presiden
yng disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jongka
Panjang Nasional. Dengan demikian tohop awol dori penyusunan BPIM
MNasional odalah penjobaran visi, misi, dan progrom Presiden ke dolom
rancangan awal. Roncangoan awal ini dijodikon sebagal pedoman bagi
semua  kementerion/lemboga dalom menyusun rencana strategisnya
[Rensira-KL). Draft RPIM Nosional disusun dengan menggunakan Renstro-
kL dan menjadi bahaon bogi Musrenbang Jangko Menengah, Rancongan
akhir disusun dengan mengakamodasi hasil Mustenbang dan kemudian
ditetapkan menjodi RF 1M Nasional.

Dokumen parencanoan pembangunan nasicnal yong diperdukon
teriebih dahuly dolam rangka penyusunan RPIM Nasional ferdin dari;



1. Rancangan Awal RFIJM Masional

Rancangan Awal RPIJM  odaich roncongon  dokumen
perencancan poada ftohop owal yang dsusun oleh Kementeran
PPN/Boppanas dalom mongka menjobarkan wvisi, misi dan progrom
Presiden untuk penode 5 tohun dengan berpedomon poda RPJP
Nasionol. Dokumen Eancangan Awal RPJM memuat rancangon priortas
pembangunan, gombaran perekonomian secara menyeluruh dan arah
kebijakan fiskal di dolom kerongka ekonomi makro.

Rancangan Awal BEPJM odoloh rencana yang dibasilkan mebalui
proses teknokrotik yang diloksanakan terutoma oleh Bappenas. dengan
memperfiimbangkan hasil evoluasi ferhodop kinefa  pembangunan
termasuk  pencopaion sosaronsasaron  pembongunan pada perode
sebelumnya dan dengon memperkrokan  kondisi  posional | dan
internasional pada perode yang direncanakan.,

Format Roncangan Awal EFIM sesuai dengan Pasal 14 ayat (1)
UU 5PPHN adalah sebagai berikut:

Rancangon Awal RFJM Nasional

FPenjabaran visi, misi, don program Presiden ke dalom
« Strategi Pembangunan Mosional
» Kebijgkan Umum
s Program Priorifas Presiden
» Eerangka Ekonomi Mokro yong mencaokup
» Fambaran perekenomian secara menyelunsh
¥ Arah kebijokan fiskal

Rancangan Awal RFJM menjadi bahan bagi setiop kementerian
don lembaga menumuskan program-program kementeron/iembaga dan
lintas kementeraon/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan dolam
rencana strotegis kementeran daon lemboga, baik dolom kerongka
reguiosi mauvpun kerangka pembelanjaan.

Bersomoon dengon penJmusan  program, kementernan  dan
lemboga membenkan umpan balik terhodop Rancangan Awal RPIM
dalam rangka mempertgjom dan melengkopl moupun mengoreks
fUMUsan penjooaran visi, misi dan program pokok Presiden,



2, Rencana Stralegis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL)

Rensiro-KL adoloh dokumen perencongon yong disusun oleh
Kementenan/Lembaga uniuk perode 5 tahun sesual dengan tugas pokok
dan fungsinya, dengon berpedomaon pada RPJM Nasional dan bersifat
indikatif. Paoda tohap awal, rancangan Renstro-KL disusun dengan
berpedoman pada Rancangan Awal RPJIM.

Renstra-KL memuat visi dan misi, fujuon, strategl, kebijokan,
progrom, dan kegiotan pembaongunon sesuai dengan fugas dan fungsi
kementerion/lembaga (Petunjuk Penyusunon Renstro-kL terdapat pada
Lampiran 1).

Sesual Pasal 4 ayot (1) UU SPPM, Renstra-KL secara umum memual:

Rensiro-KL

s Visi-pisi

= Tujuan, Stralegi, dan Kebijakan
« Program-program

«  Kegiotan Indikatif

Renstra-KL digunokan seboagoi pedoman dalam  penyusunan
rRencana Kena Kementeran/Lembaga [Renjo-KL).

3. Rancangan Akhir RPJM Nasional

Rancangan Akhir RPIJM merupokan hasil penyempumnaan dari
Rancangan Awal RPIM yang telaoh dijobarkan sampai dengan tataran
program pembangunan, boik yong bersifol sektoral, Entos sekioral,
kzwitoyahaon, maupun lintas wilayah,

Roncangan Akhir RPIM disusun berdosarkan keputusan-keputusan
datarn Sidang Kabinet atas Roncangan Awal RPIM serta umpan baliknya
dan Renstra-KL mavpun hasd telaahon atos Renstro-KL.

Mengocu pada Pasal 4 ayat [2) UU SPPM, Raoncangan Akhir RPJM
mermect:



Rancangan Akhir RPIM Nasional
« Sirofegi Pembangunan Nasional

+ Kerongko Ekonomi Mokro yong mencakup gambaran
perekonomian secara menyeiuruh termaosuk arah
kebijakon fiskal;

« Program Kementerion [ Lemboga (KL). Program fintas KL
Program lintas Kewiloyahan yong mencakup kegiatan
dalam:

* Kerangka Regulos)
# kerangka Layanan Publik dan Investasi Pemearintah
(Kerangka Pendanaan).

Roncangan Akhir RPIM yang telah disetujui oleh Pemerintah
melalui Sidong Kabinet selonjutnya ditetopkan oleh Presiden menjadi
dokumen RPIM Nasional yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman
dalam penyusunan Rancangan Awal REP,

c. Rencana Kerjo Pemerintah (RKP)

Dokumen  perenconoon  pembangunan nasional yang
menghasikan REP terdin dari:

1. Rancangan Awal RKP

Rancangan Awal RKP memuat rancangon pricdtos pembangunan
dan roncangan ekonomi mokro untuk  tahun yvang drenconakon.
Roncangan owal inl odalah  rencana yang dihasikan dengan
mengevoluasi copoion-caopaian  dan Kinera pembangunan  pado
penode sebelumnya dan dengon memperkirakan kondisi nasional pada
tahun yang direncanakan, Dengon demikian roncangan awol ini odalah
hasl proses teknokrafic yang diloksonokan cleh Bappenos bersoma

Deparfemen Keuangaon (DepKew), Bank Indonesia [Bl). dan Badan Pusal
Statistik [BPS],

Format Roncongan Awal REP sesuai dengan Pasal 14 ayat [1)
Ul 5PPN adaloh sebagai berikut:

1]



R | RK
* Rancangan Priertas Pembangunan

= Raoncangan Kerangka Ekonomi Mokro yoang
mencakup gambaran  perekonomian  secorn
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal

Roncongon awal RKP digunakan sebagal dasar penyusunan pagu
indlikatif unfuk masing-masing kementerian/lembaga don pogu indikatif
dana perimbangon bagi masing-masing pemerntah daerah.

2. Sural Edaran Bersama (SER)

setelah Rancangon Awal RKP dibohas o Sidong Kabinet dan
mendopatl persefujuan, moka Rancangon Awal RKP bersama pagu
indkatif diedorkan ke kementerionflembaga dan pemeriniah daerah
dengan Surat Edaran Bersama (SEB] ontara Mented PPN dan Menter
Keuangan. Uraian isi SEB fersebut adalah sebogail berkut:

Surg n Be a (SEB
Lampiran:
* Rancangon Awal REP
= Indikasi Pagu:
#* Per Kementerian / Lembaga
= Dona Perimbangan per Pemda

3 Rencano Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL)

SEB tersebut diatas oleh kementerian/lembogao digunakan sebagoi
pedoman penyusunan Renja-kKL. |Petunjuk Penyusunan Renja-KL terdapat
poda Lampiron 2). Demikion jugo. oleh Kementeran/lembaga dan
Pemenntah Doerah menggunakan 3EB sebogoi pedoman  dalom
penyusunan REFD.



Secara umum sstematika Renja-KL adalah sebagai berikut:

Renja-KL
* HNaras
. Visi & Misi KL dalam Renstra

a

b. Tujuan, Strategi, Kebijokan KL dari Renstra

. Permasalohan/Fokus untuk tohun vang
direncanakan

d. Kebijakan KL

=  Maitriks Kegiatan
Q. Formudic -1
b, Formudir 1-2

4, Rencana Kerjo Pemerintah (RKP)

Renjo-KL digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan REP,
dan akan menjodi bahan dalom peloksanoan Musrenbang. Baohon-

bahan dan Renio-KlL tersebut dikelompokkon menurut bidang-bidang
pembangunan.

Secara umum, format don ist dari REP adalah sebagai berikut:

ar me KP
Bab 1 . Pricritas Pembangunan Nasional
Bab 2 © Rerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan
Pembangunan
Bob 3 : lsu Pembangunan ke-1

o Josaron dan kebijokan
o Progrom don Kegiotan Utama
o Formulir £-1: Matriks Program

Bab... . Bu Pembangunon ke-2
Bab n sy Pembangunan ke-n
Bab n+ ! Koidah Peloksanaan
Babn+2 : Penutup

Lampiran

- Formulir £-2: Rekopitulasi progrom untuk masing-rmasing
kementarian/lembago




Rancangan RKP ini dituangkan dalom 2 buku, yaitu Buku 1 (safu)
merupakan rancangan REP dalam bentuk narasi, yong mencakup Bab |
saompaoi dengan Bab penutup, sedangkon Buku 2 [dua) berisikan lompiran
dan rancangan pembongunon yang divraikan dolom Buku 1 yang
berisikan program-program pembangunan secara ninci (Lampiran 5),

13



BAB Il
PROSES PENYUSUNAN

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A, Proses Penyusunan RPJP

Langkah 1.

Langkah 2.

Longkah 3.

Langkah 4.

Penyusunan Rancangan Awal RPJP

Kementeriaon PPN/Bappenas merumuskan pokok-pokok visl,
misi dan orah pembangunan nasional untuk kurun waktu 20
tahun berdosarkan hasil diskusi don masukan para ahli dari
berbogai bidang  pembangunan, lemboga-iembaga
pengkajon ulomo, don dewan-dewon yang masih aktif,
serta asprrasi doeroh, Selanjutnya hasil konsultos) pokok-
pokok visi, misi don arah  kebiokan PJP  beserta
penjabarannya ke dalom sefiop bidang tersabut
dirumuskan menjodi Rancangan Awal RPIP,

Pembahosan Rancangan Awal RPJP dalam Sidang Kabinet

Rancangan Awaol RFJP dibohas di Sidong Kabinet untuk
meandapatkan persetujuan kabinet,

Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang

Kementerian PPMN/Boppenas menyelenggarakan
Musrenbang Jangko Panjang yang dikuti oleh unsur-unsur
penyelenggara negara dengan mengikutsertakan
masyarakat don penyelenggora negara o tingkat pusat
maupun daerah,

Penyusunan Rancangan Akhir RPJP

Kementenan PPN/Boppenas menyusun Rancangan Akhir
RFJP. Roncongon akhir RPIP ini selanjutnya dibahas dalam
Sidong Kobine! untuk mendapaotkan persetujuan  Kabinet
menjadi sebuah RUU RPJP.
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Langkah 5. Penetapan RPJP Nasional oleh DPR

Rancangan Akhir RPJF Nasional yang teloh disetujui cleh
DFR kemudian ditetapkon oleh Pemerintah sebagai UU EPJP
Nasional.

B. Proses Penyusunan RPJM

(1]

Bappenasida menyelenggarmkan
FUERENEANG BPJM

Panelapan RFJM

Dgumakan sehagal
pedaman paTyUsunan
Rarcangan RAP

Gambar 1. Proses Penyusunaon RPJM

Langkah 1. Penyusunan Roncongan Awal RPJM

Kementerion PPN/Boppenas menyusun Rancangan Awcl
RPJM berdasorkan masukan dan bahan dari mosing-masing
Kementerion/Lembago dan Gubernur/Walkotla/Bupali guna
menjoborkor visi, misi dan progrom Presiden ke dolom
Rancangan 2«al BPJM Nasionol,



Langkah 2.

Langkah 3.

Langkah 4.

Langkah 5.

pembahasan Rancangan Awal RPIM dalam Sidang Kabinet

Rancangan Awal RPJM Nasional dibahas di Sidang Kabinet
untuk mendapatkan persetujuan kabinet.

Penyusunon Rencana Sirategis Kementerian/lembaga
{Renstra-KL)

kementeran PPN/Boppenas menyampaikan Roncangan
Awal RPJM kepoda seluruh kementerion/lembaga dan
Pamerntah Daerch, untuk digunakan sebagal pedoman
dalam penyusunan rancangan Renstro- KL. Rancangan
Awal RPIM disompoikan melalui Surat Edaran yang disartai
dengan pedoman penyusunan Renstra-KL.. Kementeran/
Larmbaga menyusun Renstra-KL dengan berpedoman pada
Rancangan Awal RPIM MNasional

K smenterian PPN/Bappenas menslaah Renstra-kL dan REPD
wntuk dimasukkan dalam.

« Program kementenon/Lemboga

« Program Linkas Kementeran/Lembago

« Progrom Kewilayahan

« Program Lintas Kewilayahan

panelgahan diakukan juga terhadop program  Lintas
kementeran/lembaga dan  Untos Kewilaychon  yang
rmenjadi  langgung jawab Kementerion PPN/Boppenas
dalam rangko prokarsa sirategls dan isu-isi fintas,

Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah

kemeanterian PPH/Baoppanas rmenyelenggarakan
Musrenbang Jangka Menengah yong diikuti oleh unsur-unsur
penyelenggora  negara  dengan mengikutsertakan
masyarokat don penyelenggara negara di tingkat pusat
maupun daerah. Tata-cara penyelenggaraan Musrenbang
akon diatur dalom pedoman tersendir,

Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Masional

Kementenan PPMN/Bappenas merumusken,
mengkonsolidasikan, dan menyergsikan Roncangan Awol
RPIM vyong teloh cdibahos dalom Musrenbang langka
mMenengoh unluk ditetapkan menjodi Rancangan Akhir
REIM. Selanjulnya, rancangan akhir fersebut dibohas di
sidong Kabinet unhuk mendapatkon persetujuon Kabinet
menjadi sebuah Peraturan Presiden.



Langkah &. Penetapan RPIM MNasional

Penetapan Rancangaon Akhir RPJM Naosional menjodi RPJM
Nasional dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 bulan
<etalah Presiden terpiih ditantik. salanjutnya, RPIM Nasional
cigunakan sebogal | pedornan dalam  penyusunan
Rancangan Awol REP.

C. Proses Penyusunan RKP

Rancangan Akh RHP

[ il ey, STyl o P WY P T

Penetapan fEKF Bappenasida menyelenggarakan

FUSRENBANGNAS

Sabagal padodman
PEnyEsurEn
Rascangan AFEN

Gambar 2. Proses Penyusunan RKP



Langkah 1.

Langkah 2.

Laongkah 3.

Langkah 4.

Langkah 5.

Penyusunon Rancangan Awal RKP

Kementeran PPN/Boppenas menyusun Roncangon Awal
RKP sebagal penjobaran RPIM Masional dan berdasarkan
evaluasi kinera pembangunan dar periode sebelumnya,
balk dalom copaion MOkro MOuUpun copaian sektoral. Di
samping itu. dilakukan prakiraan kondisi masyarako! di tahun
rencana. Dar keduo  informesi ini  disusun  prioftas
pembangunan nasional dan kerangka ekonomi Makro yang
dikerjckan bersama dengaon DepKeu, Bl dan BFA.

Pembahasan Rancangan Awal RKP dolam Sidang Kabinet

Roncangan RKP beserta pogu indikatif per kementerian/
lembaga/pemerniah daeran dibanas di Sidang Kabinet
untuk mendopatkan  persetujuon. Hesil pembahasan ini
dituangkon dalom SEB antara mMenteri PPN dan Menten
Keuangon.

Penyusunan (Renja-KL)

kamentefianf/lemboga  menyusun  Renjo-iL dengan
perpedoman pagu indikatif dan Rancangan Awal REP yong
vermuat dalom SEB Menter PPN dan Menteri Keuangan.
Roncangan  Renjo-kL  ini selanjuinyg disompaikan ke
Eementeran PPN/GBappeanas.

Penyusunan Draft Pertama REP

kementeran PPN/Bappenas meanyusun Droft Perfama REP
dengan menggunakan bahan-bahan dar Renjo-¥L. Droft
Perfoma  REKP  ini okon  digunakan sebogai bahan
mMusrenbang Tingkat Pusat.

Fenyelenggaraan Musrenbang Pusat

Kementerion PPN/Bappanas menyeienggrakan Musrenbang
Pusal yang dihodin oleh kementeranflembaga sebago
peserta okfif, Boppeda proping sebagai peninjau, Gan
werpbogoi stakeholderns pembangunan nasional.

Tujuan penyelenggaroan Musrenbang ini adalah;

. Mansinkronkan program-progrom pembangunan Yang
dicksanakan oleh semua kementedonfiembaga
sehinggo  feradi  sinergis  ontara sotu  program
ramenteran dengan program o kernentafian lainnyo.



« Mendopatkan kejeiosan dari kementerian/lembaga
tentang kegiatan-kegiatan pembangunan sektoral
yong oda di doerah bak yong dalom bentuk
dekansentrasi, tugas pembantuan, maupun kegiatan
yang dibiaya dari dona alokasi khusus [DAK). Hasilnyo
akon menjadi bohan Musrenbang Propinsi seboagal
wakil pemerntah pusat.

Langkah &. Penyelenggaraan Musrenbang Propinsi

Hasil Musrenbang  Pusat dikonsolidosikan menjadi  drafi
kedua REP dan menjodi bahan bagl Musrenbang Propinsi.
Perernntah Propinsi  sebagai wakl pemerintah  pusal
menyelenggarakan Musrenbang Propinsi yang dihadii oleh
parwakilan pemearintah  pusal, pemerintah  propinisi,
kobupaten, dan  kola Tujuan  peneyeslenggoraan
Musrenbang  Propoinsi  adalah untuk  menyelaraskan
kegiatan dekonsenirasi, tugos pembantuan, dan kegiatan
yang dibiayal dan DAK. Kolau masih tefadi hal-hal yang
helum selaras, maoka sslanjutnya dibowa ke Musrenbang
Masional.

Langkah 7. Penyelenggaraan Musrenbang Nasional

Hosilhosl Musrenbang Provisi dikonsolidasikon menjodi draft
ketiga REP yang menjadi bahan bag Musrenbang MNasional.
Kementanan PPN/Bappenas menyslanggarakan
Musrenbong Nasional yang dihadin secara aktif wakil-wakil
pemerintah  pusat, pemerintah propinsi, dan  parg
stakehciders lainnya. Tujuan penysienggaraan Musrenbang
Meosional adalah untuk penyelorasan tahap akhir rencana-
rencana pembangunan boik anfara kementernan/lembaga
moupun antara pemerintah pusat dan daerah.

Langkaoh 8. Penyusunan Roncangan Akhir RKP

¢ementerion PRN/Bappends menyusun Rancaongan  Akhir
REF. Rancongan okhis REP ini selonjuinyo dibohos dalam
Sidang Kabinet untuk dibohas Defsama Kerongka Ekanomi
Makro dan Kebijokan Fiskal, Pembahasan ini bertujuan unituk

1%



Langkah 7.

menghasilkan  Kebijokan Pemerintah tentang Kebljokan
Umum dan Priortas Anggaran dalam rangka penyusunan
RAPEM,

Penelapan Rancangan Akhir RKP
Roncangan Akhir RKP ditetopkan menjodi RKF dengaon

Peraturan Presiden dan akon dijodikan sebogai pedoman
dalam penyusunan RAPBN.



BAB IV

AGENDA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Agustug

masing bidang

A, Penyusunan RPJP Nasienal
Waktu Masukan Keglatan Dalam UU Keluaran Usulan Mitra Kerja
SPPH Koordinator
Minggu ! | TOR-RPIP Lokakarya (workshop)/diskusl Usulan pokok- Deputi Para ahili,
Januar kelompok larfokus - DKT [focus group pokok visi, mil Ekonomi lembogo
discussion = FGD) untuk membahas dan arah pengkajicn
pokok-pokok visi, misi dan arah kebiokan PJF dan dewan
pembangunan nasional untuk kurun yang mash
woaktu 20 tohun akftif
Minggu IV | Usulan pokok- Rapim Kantor Kemenierion Pokok-pokok visi, | Sesmeneg | Intemal
lanuar | pokok visi, misi PFM/Boppenas risi dan arah Bappenas
don arah kabijakan PJP
kebijakan PJP yang definitif
Minggu | | Hosil kagon Penjabaran Pokok-pokok Visl, iisl Rurmuson visi, Deputi Para ahli, UKE-
Febmari | mengalom dan Arah Kebijokan PJP melalu rmisi dan arah Ekonomi Il mitra kerja &
s/d (background kajian mendalam (bockground kebiakan FJP stakehclders
Minggu IV | studies) masing- studies) untuk masing-maosing bidang masing-masing kuncl
pembangunan bidong

|




Waktu Mazukan Kegiatan Dalam Uy Kelvaran Usulan Milra Kerja
SPFN Koordinalor
Minggw | | Rumusan wisi, Rakor Tingkat UKE-| Bappenas Rurruscn visi, Mcsing- UKE-=I mifra
september | misi dan arah rmisi dan arah MCIsing kerja
kebijakan PJP kebiokan PJP Deputi
FMQsing-rmasing sefiop bidang Boppenas
bidang yvang lelah
dikensolidasikan
Minggu I | Rumusan visi, Raker Kanfor Kementerian Rumusan pokok- | Sesmeneg | Infemnal
September | misi dan arah PPMN/Boppenas pokok visi, misi Bappenas
kebijgkan PJP dan arah
rasing-masing kebijgkan PJP
bidang vang Ceserta
talah penjobarannya
dikonsolidasikan ke dalam seliap
bidang yang
clafinitif
Minggu -l ronsultasi pokok-pokok visi, misi dan Vi, misi dan Deputl Depdagri dan
September arah kebjokan PJP beserta arah kebljakan | Regional Bappeda
s/d penjabarannya ke dolom sefiap PJP beserta Propinsi
Minggu Il bidang ke seluruh Propinsi penjabarannya
Cklober ke dalom setiop
bidang yang
lzlah

disempurnokoan
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Waktu ] Masukan Keglatan Dalam UU Kelvaran Usulan Mitra Kerja
SPPN Koordinator
Minggu il | Surat Meneg Menter PPN menyusun Rancangan Pasal 4 Rancangan Deputi Dewan-
Oktober | PPN ke "Dewan- | Awal RPIP Nasional sebagal ayat (1] | Awal RPJP 2005 Ekonomi | dewan yang
s/d dewan" dan BPS | penjaboran Tujuan Nasional dengan i - 2024 masih akfif,
untuk meminia | dibentuknya pemerintah sabagai- BFS
Minggu IV | bahan RPJP mana yang diomanaikan dalam Pasal 10
Olober Pembukaan UUD NRI 1945, ayat (1)
Fenpabaran ini dituongkan ke dalam
rancangan:
« Vs nosional untuk 20 fahun ke
depan;
«  Misi yang harus diemban uniuk
mencapai visl di atas;
- !ﬂmn Emugﬂg!ﬂm Nosic ﬂﬂ-_.l
selama 20 tahun mendatang.
Minggu | | Surat Sesmen ke | Pembahasan Rancangan Awal RPJIP Persetujuan Sesmen | Setkab
Movember | Setkob Masional di Sidang Kabined untuk Kabinet
mendopaikon persefujuan kabinet
Minggu ll | Undangan dar | Peloksanaan Musrenbang Jangka Pasal 11 Maosukan- Deputi
Movernber | Meneg PPN ke | Panjang yvang dikuti oleh unsur-unsur | ayat (1) masukan dari Ekonami
S "mesyorakatl” penyelenggara negara dengan SEMmun
. dan penyeleng- | mengikuisertakan masyarakat. stakehaolders
Minggu IV | gara negara
Desember | pusat dan
doerah
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Waoktu Masukan Keglatan Dalam UU Keluaran Usulan Mitra Kerja
SPFN Koordinator
Minggu | Panyusunan Rancangan Akhir RPJP Pasal 12 Deputi | BPS
Januari Mosional ayat (1} Ekonomi
mMinggu Il | Surat Sesmen ke | Permibahasan Rancangan Akhir RPJP Perselujuan Sesmen Setkab
Jdaruari | Sefkab Nasional di Sidong Kabinel untuk Kabinel
rmendapalikan persatujuan kabinet
Minggu Il | Sural Sesmen ke Pasal 13 Pembahasan Sesmen Setneg
Janwari | DPR . ; ayat (1) RPJP
Rancangan RPJP Nasioncl diajukan diagendaken G
ke DFR
DFR
Minggu IV - Pasal 13 | Persetujuan DPR »esmen | 2etneg
g RPJP Nasional dibahas df DPR ayahin
Minggu IV
Febeuari
ringgu | - RPJP MNasional ditetapkon cleh DPR Pasal 13 Penetcpan di Sesmen | Selneg
mMaret dengan UL ayat |1} Sidang
Paripurna DPR
Minggu Il - Perneriniah mengesahkan UJ Pengesahan Sesmen | Selneg
sfd il Penalapan RPJP Nasional Presiden

hcred

|




Wakiu Masukan Kegiatan Dalam UU Keluaran Usulan Mitra Kerjo
3FFN Koordinator
Minggw | Fenyusunan Rancangan Akhir BPJP Pasal 12 Deaputi BPS
Januari Masional ayat (1) Ekanomi
Minggu Il | Surat Sesmen ke | Pembohasan Rancongan Akhir RPIP Parsetujuan sesmen | Setkab
Januari | Setkab Nasional di Sidang Kabinet untuk Kabinet
mendapatkan persetujuan kabinet
Minggu lll | Surat Sesmen ke Pasal 13 Pembahasan Sesmen sefneg
Januarl PR : ayat (1) KPP ,
Rancangan RPJP Nasioncl digjukan diagendakan di
ke DFRE
DFR
Mingau IV - Pasal 13 | Persetujuan DPR Sesmen | Seineg
g RPJP Nasional dibohas i DPR Syat i)
Mingou IV
Fetbrean
Minggu | - EFIP Masional ditetopkan oleh DFR Pasal 13 Penetapan di Sesmen sefneg
Marel dengan Ul ayat (1) Sidang
Paripuma DPR
Minggu Il - Pemaeariniah mengesahkan UL Pengesachan Sesmen | Setneg
sfd N Penatapan RPJP Nasional Prasiden
darat




B. Fenyusunan RPJM Nasional

Waktu Masukan Kegiatan Dalam UU Keluaran Usulan Mitra Kerja
SPPN Koordinator
Minggu IV | Surat dar Menteri PPN menjabarkan visi, misi Pasal 14 | Rancangan | Depufi Kantor
Oktober | Meneg PPN ke | 99n program Presiden ke dalam ayal (1) | Awal RPJM | Ekonomi Kepresidenan,
o/l Kantor Presiden, n Awal Nasional yang Masicnal BPS,
BPS, Depkeu, memuat; Depkeu,
Minggu ! | dan Bl meminia | + Strategi Pembangunan Nasional BI
Movember | bahan untuk 4+ Kebifakan Umum
PEMyUsUsNan .
RPIM Nasional = PFrogram Prioritos Presden
* FKerangka Ekonomi Makro yang
mencakup gambaran
perekonomian secara menyelunuh
termasuk arah kebijakan fiskal
Sural Sesmen ke | Pembaohasan Rancangan Awal RP M Persatujuan | Sesmen Setkab
Setkab Nasional o Sidang Kabinet untuk sSidang
mendopatkan perseivjucn kobinet Kabinat
Minggu ll | Surat dari Rancangan Awal RPJIM Nasional Sesmen Setneg dan
November | Sesmen ke KL disampaikan ke semua KL dan ke Depdagr
dan Pemda seluruh Pernerntah Daerah uniuk
lengkap digunakan sebagal rujukan
dengan penmyusunan Rancangan Renstro-KL
pedaman L
| PEnYUSUNan
Renstra-kKL




1% Kerangko Ekonomi Makro yang

Waktu Masukan Kegiotan Dalam UU Keluaran Usulan Mitra Kerja
SPPN Koordinator
Mirggu il KEementerian/Lembaga menyusun Paosal 15 | Rensira-KL Kementerian/
5/d Rancangan Renstra-EL dengan Ayal 1) Lembaga
minggu IV berpedoman pada Rancangan Awal
Movernber EF.IM Masional
mMinggu | - Boppenas menyusun Rancangan Pasal 15 | Rancangan | Deputi Kementerian,
Desember RFJM Nasional dengan menggunakan | Ayat (1) | RPIM yang Sektoral / Lernbaga
' bohan Rensira-KL siap dibahas | Regional
di
Musrenbang
EFIm
Minggu Il | Surat Sesmen ke | Bappenas menyelenggarakan Pasal 16 |- Sesmen Kernenterian/
sid il LINSLIF-LAASL Musrenbang RPJM Nasional yang Ayat (1], Lembogo
Desember | penyelenggara | dikuti cleh unsur-unsur penyelenggara | (2], dan
negara dan negara dan masyarakat (3)
"maosyarakat”
foe A kantor
mMinggu IV Cengan menggunaokan bahan hosil Pasal 18 | Rancangan | Deputi Kanrssi
Desembber Musrenbang. Bappenas menyusun Ayal (1) Akhir RPJM Ekcnomi Bﬁngsﬁdzm"'
s/d i ional yang Micasicnal B e
mMinggu | memuat; _
sanyg & Strategi Permbangunan Nasicnal f;dlf:F‘JM
“+ Kebiokan Umum dalam
Pasal 4

L]




Wakiu

Masukon

Kegiatan

Dalam UU
SPPN

Keluaran

Usulan
Keordinator

Mitra Kerjo

mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh
termasuk arah kebijakan fiskal;

* FProgram Kementenan / Lemboga
(KL). Program kntos KL Program
Wntas Kewiloyahan yang mencakup
kegiatan dalam:

* Kerangka Regulasi

* karangka Layanan Publik dan
Investasl Permerintah (Kerangka
Pendanaan).

rdinggu I
Jariuari

Minggu I

Jornwari

Sural Sesmen ke
Setkab

Aval [2)

%+ Pembaohasan Rancangan Akhir
EPJM MNasicnal dalam Sidang
Kabiret,

+ Menetapkan Rancangan Akhir
EFIM Nasional menjadi RP 16
Masional dengon Peraturan
Fresiden yang paling lambat
dilakukan paling lambat 3 bulan
sefelah dilantik.

Pasal 19
Avat (1}

Pearaiuran
Presiden
menetapkan
EPJM
Masional

RPIM Nasional digunokan sebagai
pedoman dalom penyusunan
Fancangon Awal RKP

Pasal 20
ayat (1]

EEsmen

Setkab
Selneg

kermenieran /
Lamibago




C. Penyusunan RKP

Waktu

Masukan

Kegiatan

Dasar
Hukum

Kelvaran

Minggu
1 —
Januorn

—

Sural Semen ke
Depkey, BPS
can 8l

Menteri PPN menyusun Rancongon
Awal RKP. yang sinva adalah:

<« Roncongan Priarifas
Femboangunan

* Roncangaon Kerangkea Ekanemi
Makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara
menyealunsh termasuk arah
kebijakan fiskal

Pasal 20
Ayat (1)

Ul SPPN

Usulan
Koordinator

Mitra Kerja

Rancangan
Awal RKP

karena akan ditvangkan dalam SER
mq-g Juga memual pagu indikalif
maka, pada masa ini jugo perlu
dilakukan:

< Exercise pogu indikailf dong
permibangan Pusat dan Daerah:

* Exercise pagu indikalif bagi
Kementearian / Lembaga (KL):

% Rekapitulasi evaluos! kinera dari
1A sebelumnya mosing-masing EL,

Deputi
ekonomi

DepkKeu
BPS
Bl

[cherm

ringgu IV
Januari

Memo Sesmen
ke sermuo uni
kerio bappenos

Roker Pertama Bappenas uniuk
membahas Rancangan Awal REP,
lengkap dengan rancangan pogu
indikatif

Deputi
Perndanaan

Depkeu
Depdagri
BPS

Bi

REancangan
awal BEKP
dengan pagu
indikatif

sasmen

i8




Wokiu Masukan Kegiotan Dasar Keluaran Usulan Mitra Kerja
Hukum Koordinator
Minggu | | Surat Sesmen ke | Permbahasan Rancangan Awal REP Perselujuan Sesmen Selkab
Februari | Setkab dalaom didang Kabinet Sidong
Kabinet ]
Minggu Il | Sesmen rMenter PPN dan MenEeu PP No. 21/ | SEB Deputi Depkeu
Februari | menyampaikan | menerbitkan SEB yang memuat: 2004 Pendanaan
dratt 3EB ke : : Tentang
Pr
DepKeu % Prioritas pembangunan nasional RKA-KL
+ Pogu indkatif Pasal 9,
Ayal [1)
Minggu Il | SEB ke KL dan kL menyusun Rencana Kerjo dengan | -idem- - Deputi kementarican f
=]V Pemdo cc. mengacu pada Rancangan Awal Pasal 2, Sektoral Lembaga
Februari | Depdagri REP dan menyampalkannnya ke Ayal (2]
i Bappenas
Boppeda menyusun Roncangan Uu SPPN Deputi Depdogri
Awal REPD Pasal 20 Regional
Ayat |2)
Khusus untuk keglaton dekonsenfrasi | UU SPPN Usulon dekon | Depuli Depdagri
dan tugas pembontuan, penyusunan | Pasal 32 dan TP di Regional
rencana kerfjanya dikoordinasikan Ayal [4] level propins
oleh Gubemur yang siop
dibahas di
i Musrenbarg
Minggu | ﬁ“;f‘“‘“‘-““ Renja-kL lerutama dalam | g o Sinkronisasi | Deputi Kerenterian /
Maored y & 21/2004 Renja-KL Sektoral Lembaga
= FKonsistennya dengan Rancangan fentang dalam RKP
Awal RKP, RKA-KL




Waktu Masukan Kegiatan Dasar Keluaran Usulan Mitra Kerjo
Hukum Koordinalor
< Menginventarisasi kegiaton rasal 7,
dekonsentrasi dan tugas Ayat (3]
; permbantuan,
Mirggu Penyusunan Rancangan || REP Rancangon ll | Deputi -
haret REP Ekonomi
Minggu Il | Undongan Penyelenggaroan Musrenbang Pusat | PP Ne. - Deputi Depdagri
Maret | Sesmen ka kL yang dinadin oleh semua KL sebagai | 20/2004 Regional Setreg
dan Pemprov peserta aktlf dan Bappeda Fropinsi tentang
untuk sebagai peninjouw untuk menserasikan | RKP Pasal
Musrenbang DAK, kegiatan dekon, dan fugas 4, Ayat (1}
pembaniuan dengan Rancangan dan (2]
REFD
Minggu IV - Fenyelenggaraan Musrenbang -idem- - Deputi Depdagri
mcrat Froginsi yang dihadid oleh Boppeda Regional
§/d Propinsi, Kabupaten, dan Kota uniuk
Minggu I menyelaraskan kembali rencaona
ot DAE, kegiatan dekon dan tuegas
il .
pembantuan, Bappenas sebagal
nara sumber
Minggu | « Merekapitulasi don menganalisa | -idem- - Deputi Depkeu
Maret usulan anggaran indikalif yang Pendanoan B
s/ diusulkan KL;
| Minggu I

Al

< Exercise pogu sementara REP

34




Wakiu Masukan Kegiotan Dasar Keluaran Usulan Miira Kerja
Hukum Koordinalor
Minggu lll - Penyusunan Rancangan Il REP -idem- Rancangan il | Sesmen -
April EKP
Minggu IV % Penyelenggasean Musrenbang Bahan Deputi Depdagri
Aprl | MNasional yang dilkuti olet KL dan rancangan Regional
Buppeda Proginsi unfuk akhir RKP
mensinergican kegiatan
pembangunan antfar KL dan
antara Pusatl dan Daerah dalam
hal DAK, kegigtan dekan dan
tugas pembantuan
+ Penyelenggamoan Raker |l
Bappenos
Minggu | . Penyusunan Eancanagn Akhir REP UU 5PPN REancangan Deputi Depkeu
Mei Yang memuoat: Pasal 24 Akhir Ekonomi BPS
» Fricitas Pembangunon Aat (1] &
« Kerangka Ekonomi Makro yang
mencakup gambaran perekono- %‘Eﬁ't‘;,ﬂu;l
mian secara menyeluruh fermaosuk 4 Ayat (3)
atah kebjokan fiskal
= Frogram(K), Program knfas KL, PP No.
Frogram linfeas Kewllayahan yang | 20/2004
mencakup kegiatan dalam: fentang
¥ Kerangka Regulasi RKF Pasal
3, Ayat [3)

¥ Kerangka Layanan Publik
dan Investasl Pemerintah -
Kerangka Pendanaan

3l




7, Ayat [2]

Wakiu Masukan Kegiatan Dasar Keluaran Usulon Mitra Kerja
Hukum Koordinator
Minggu Il | Suraf Sesmen ke | Pembahasan Rancangan Akhir REP - | PP No. Persetujuan Sesmen Setkab
Mei selkab dalam Sidong Kobinet untuk 20/2004 sidang
menghasikan kebjkan pemeriniah | tentang Kabinet
tenfang RAPBM REF Posal
J 7, Avat (1]
suraf Sesmen ke | Menetopkan Rancongan Akhir REF UU SPPN Per Pres Sesmen Setneg
sefneg rmenjzdi REP dengan Peraluran Pasal 24 tentang RKP
Presiden Ayat (1]
Pembohason Kebjokan Umum dan PP No. Depuli Depkeu
Prioritas Anggaoran di DPR dengan 20/2004 Pendanaan
ahan REP yang sudah ditetapkan tentang
REKP Pasol
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BAB W
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman ini, diharapkan penyusunan dokumen
parencanoan  pembangunan  nasional di fngkungan Kamenteriarn
PPN/Bappenas dapat dilokukan secara lebih efeklif, efisien, fransparan, dan
dapal diperfanggungjowobkan sesual dengan  prinsip-prinsip pelaksanaan
RENYUSUNGON rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalul
Undong-Undang Mo, 25 Tohun 2004 Tentang Sistem  Perencanacn
Pembangunan Masional.

Uniuk memudahkan pihak terksit dolam memohami pedoman ini, alur
mekonisme dan jodwal penyusunan dokumen perencanaon pembangunan
nasional dimuat dalam Anak Lompiron Keputusan ini.
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LAMPIRAN 1.

PETUNJUK PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pendahulvan

Renstra-KL memuat visi, misi. fujuan, sirategl, kebjokan, program dan
kegiatan pembangunan sesuci dengan fugas dan fungsi kementerian/lembaga
yang disusun dengan berpedoman poda Rencano Pembangunan Jangka
Menengah Masional (RPJM Nasional] dan bersifat indikatif,

Rencanaan strateglk instansi pemerintoh  harus  disusun dengan
mempertimbangkan dua (2) hal. Pertama adalah kopasitas surmber adaya yang
dimiliki cleh instonsi yong bersangkuton baik dalom bentuk sumber daya
monusia, dukungan sorana don prasarana, serfo sumber pendanaan yang
dirmiliki. Pengkajion terhadap sumber doya yang dirmiki instansi ini dituangkon
kedalaom gombaran kekuatan (sirength) dan kelermahan (weaknesses). Hal
kedua yang perlu dikaji odoloh perkembangan ingkungan strategis baik dalam
lingkup nasional maupun global yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi
dan kewenangan instansi yong bersangkutan. Analisis ferhadap lingkungan
eksternal ini difujukan untuk dopat mengidentifikasi peluang-peluang yang adao
(epportunities) dan tantangan / kendolo [threafs) yang oda. Analisis terhadap
unsuUr-unsur tersebut sangat penting dan merupakon dasar bagi penyusunan
sirategi dan upayo-upaya untuk mewujudkan visi dan misi instans pemerintah.

Cengon demikian secara umum ki dor Rensira-KL adalah sebagai berikut:

RENSTRA- KL

Wisi

Misi

Tujuan 1:

a. Shrategi

b. Kebijokan

c. Program-program
d. FKegiatan Indikatif
4. Tujuan 2, dst

Malriks Kegiatan
Penutup

Wk —

o~ tn
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Visi

visi adalgh rumusan umum mengenal  keadaan masyarakat yongd
dinginkon poada akhir perode perencanaan sebagal  pencapdaian
pembangunan yong dilaksanakan oleh kementerian/lembaga.

visi harus dirurmuskon sedemikian sehingga jelas dan mompu: () rhenorik
komitmen dan menggarakkan orang; (b] menciptakan makna bagi kehidupan
segenap jojaran dalam organisasi kementerian / lembaga; (¢} menciptakan
standar keunggulan; dan [d] menjembatani keadcan sekarang dan keadaan
rmasa cepan.

Misi

Misi odoloh rumusan  wmum mengenai upaya-upayad  yand akan
dilgksanokan selomo periode perencanaan untuk mewujudkon vis. Upayo-
upaya Ini harusiah sacugi dengon fungs dan kewenangan kementerian/
lemiboga yand bersangkutan.

Twjwan

Tujuan strotegik (strategic goals) adalah penjabaran lebih rinci dar visi
sehingga lebih spesifik, terukur, dan strategls. Mcsing-masing kemanterian/
iembaga  peru menyaiokan s2Carg eksplisit dolam  fujuan strategis  inl
kagaimana instansi yang persangkuion berkonhibusi terhadap pencopalan vis
dan misi Presiden.

Contoh:
Ceoartemen Ferhvbungan armerika Sedkat uniuk perode 2003 - 2008:

Visi: "Safer. Simpler, Smarter Transporfation Solufions™.

sisi: “Mangeiluarkan dan mengelola peloksonoan kebjakan dan program
penyedican transportasi  yang cepal, aman, efisien, dan nyaman
dengan biaya yanng murah dan konssten dengaon fujuan kebijokan
dalam kesejahterogn Umum. pertumbuhan ekonomi, stabilitas don
yeomanan negora serta dengan penggunaon Yang efisien dan
melindungan lingkungon  (To develop and administer policies and
programs that confribufe 1o providing fast, safe, efficient, and convenien!
iransportafion at the lowest cost consistent with the nafional objecfives al
general welfare, acanomic growth and stabfity, the security of the Uinifed
States and the efficient use ond conservation of the resources of the
United States).

Dari visi di atas, tujuen strategis (sfrofegic goals) yang hendak dicapal cleh
departernen ini adalah:

« Sofety: Meningkotkan kesehotan dan kesalomotan umum  dengan
manurunkan angka kemahian don kecelokoon daiam akiifitas pernubungan
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([Enhance public heaith and safety by working foward the elimination of
transporfation-related deaths ond injuries).

s Mobility: Mengembangkan intermada pernubungan yang mudah diokses
cdon efisien bak uniuk pergerakan  MONUsa ataupun barang-barang
(Agvance occessible, effictent, intermodal transportation for the movement
of people and goods).

« Clobal Connectivify: Memfasiitas ssem transportasi domestik dan global
vang lebih efisien baik sahingga mampu mendarcng pembangunan dan
perfurmbuhan ekonomi (Foclitate o more efficient domestic ond global
treanspaortation system thof anables economic growfh and development].

« Ervironmental Stewordship: Mempromosikan solusi-solusi transportas yang
dopat rmengembangkan masyarakat dan melindungs lingkungan alarmi
ataupun liangkungan buatan marnusia [Promote transportafion solufions that
enhance communities and protect the natural and built environment].

s Securty: Merumuskan keseimbangan antara tuntutan mobilitas dengan
keamanan dalom negen baik untuk perjalanan personal maupun yang
bersifat komerssial (Balance hameland and national securty fransporfafion
requirermenfs with the mability needs of the Nafion for personal fravel and
commerce).

Strategl

Strafegi  odalah langkah-ongkah  berisikan program-progrom  untuk
mewijedkan vis dan misl. Agar lebih fokus, maka strategi disusun untuk masing-
masing tujuan strategis di alos. Siralegi menjelaskan parmikiran-pemikiran secia
konseptual, onalitis, realis, rasional, dan komprehensif lentang beroagai
langkah yong diperukan untuk mencopai atou  unfuk memperiancar/
mempercepol pencapaian tjuan dan sasaran yang ielah ditetapkan. Sakah
sotu metodciogl uvontuk  menyusun strategi adakah  dengan menganliss
kakuoton don kelermhan  infemndal orgonisasi  dan  dsandingkan dengan
kesampatan dan ancoman dar lingkungan eksternainya. Strategl dwujudkan
dolam program dan kegiatan pembangunan yang akan diloksanakan oleh
kemenierion/lembaga yang barsangkutan.

Kebijokan

Kebijakan (policy) adalah arah findakan yang diombil oleh kamentenan/
lembaga uniuk mencopa tujuan, Kolou dishat dari tergetnya, maka kebijokan
oda duo ketompok:

|. Kebijokan infernal, yoitu kebijakan kementerian/lembaga dalom mengelalo
pelaksonoan program-program pemoangunan. Misalnyo, kebijakan tenlang
urutan peicritos dan program daolam mendapatkan olokasi sumbendayd.
Conlch keduo adalch kebijokan reformasi kelembagaoan kemenienan/
lermbaga yong berkaiton dengaon pencapaian tyjuan yang bersangkutan.

Kebijckan ini periy chicantumkan dakarm masng-masing tuiuan strotegs ogar
mesyackal dopat mengetahul upayQ-upaya pambenahan pengalolaan
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pembangunan di masing-masing kementerianflembaga. Contoh loin adalah
kebijockan kementerianfiembaga yang menyangkut peran pemerintah
calom pencapaian suatu program. Pado suatu soat, kegioton yang seloma
ini dilaksanokan oleh masyarakat sendid korena suatu don lain hal tidak
dapal terdaksana nomun masin felap dibutuhkan oleh masyarakat. Maka
dalam hal ini. kementeron/lembaga dapat menerbitkan kebfokan untuk
mengalinkan kegiatan lersebut dari masyarakal ke pemerintah. Demikion
sebaliknya, ada kegiatan yong seloma ini dilaksanakon seluruhnya oleh
pemerintah pada suotu soat dopat dialihkan ke mosyarckat (privalisasi
kegiafan publik]. contohnya pengeloloan sompah, pengeiclaon pengolah
limbak, dif,

4, Kebijokan eksterngl yaitu kebijokan yeng diterbitkan oleh kementeran/
lembaga dalam rangka mengatur, mendorong, dan memiasiitasi kegiaton
masyarakat. Kebljokan eksternal odoloh soloh safu  jenis kegiatan
kementerion/lembaga uniuk mencopai fujuan suatu progrom. Kebijokan
eksternol yang sudah lerdentifikasi dan akon diombil seloma  periode
rencona harus dicontumkan pada bagion ini. Mamun kegiatan yong
berkaitan dengon pengombilon kebjokan itu, misainya bockground studi,
harus dicantumkan sebagai baglon dari kegiotan dalom kerongka regulasi
dari suatu program.

Program

Program adalah instrumen kebijokan yang berisi satu atou lebih kegiatan
yang dilaksanokan oleh kementerion/lembaga untuk mencapai sasaran dan
ljuan serfa clokasi anggoron, alou kegialan kementerion/lemboga dalam
rongka  mendorong, memfasiitasi, don  mengkoordinasikan  kegiotan
mosyarakat,

sefiap program harus secara eksplsit memiiki hasll [outcomes) yang akan
dihasilkan diokhir periode perencanaan, Pernyusunan indikator hasil ini harus
cilckukan dengan seksama karena menurut Undang Undang Keuvangan Negara
ada ancaman pidana bila ferjodi penyimpangan dalom pencapaiannya.

Walou Rensiro-KL adalah millk kementeran/flembaga. kita sadar bahwao
kegiatan pembangunan yang dibiayal dan digksanakan oleh masyarakat itu
sendin telop yang poling utama. Honya saja, menurut Pasal 33 Ayat [4) UUD NRI
1945 kegiotan pembangunan oleh masyorakot tersabut juga harus berjalan
sesudl  dengan  prinsip-prinsip kebersamoan,  berkeadilan,  berwowosan
ingkungan, kemandirion, serta berkeseimbangan. Untuk itu, perdu pengatfuran
dan pemeriniah, Bi somping itu. pemerintoh jugo wajib memfasiitasi dan
mendorong agar kegiaton masyarakat tenssbut senantiosa dopat berkembang.
sehingga jenis kegioan kementeron/lemboga yong pertarna odalah kegioton
pemenntah yang dimaksydkon untuk mengatur, memfasilitosi, don mendorong
masyarakat yang selonjutnya dinamokan kegialan dalam “kerangka reguiosi®.

lidak semuo barong dan josa yang diperukon dopat dihasilkan oieh
masyarakat itu sendii. Ada borang dan jaso tidok member insendif bagi indivicu



di mosyarkat untuk menghasilkannya korena memiliki ekstemalitas yang tinggi
dan bila seseorang mengkomsurmsinyg tidok akan mengurangl kesempatan
orang lain [non-exciudable). Atau bisa juga karena rsko yong dikandungnya
terlolu besar. Contohnya adoloh perfohonan dan keomanan: jolon umum;
jembatan; fosilitas pengolah imoh; subsidi pendidikan, kesehalan, dan jaminan
sosal, Untuk barang dan josa seperfi itv, pemerintah wafib menyediakannya.
Kegiatan kementerian/lemboga untuk menyediakan barang dan jasa seperdi ini
dinomakan “kerongka anggoran” yaitu kegiaotan yang menyedickan barang/
jasa serta investasi pemerintah.

Matriks Kegiotan

Maflriks kegiotan dimoksudkan unifuk menjobarkan  Ospek-aspek
pelaksaoan kegiotan di lingkungan kementeran/fiemboaga. Mairks kegiatan
mencakup hal-hal sebagai berikut;

1. Distribusi semua kegiofan ke semua unif-unit kerfa dalam salu kementerian/
lembaga. Masing-masing unit kerja yang diserchi kegiotan/program harus
juga disertal dengan target kinera yang hendak dicopaoi pada akhir periode
rencana. Dengon demikion akuntabilitas rencana akan semakin terihat
dengan jelos.

2. Rencana pendanaon indikatif masing-masing progrom dan  kegiatan.
Pendanaan indikotfif ferhodop proraom don kegiatan pedu mengindikasikan
kebutuhan pendanaan unfuk mencapal sasaran progrom dan kegiataon REP
satelah memperhitungkan perkircon pembiayoan investasi oleh swasta.
Terhadap total pendanoan masing-masing program don kegiaotan yang
dibiayal dari APBN, perlu dindikasikon cakupan program dan kegiatan yang
berpotensi mendapatkon pinjoman luor negen, disamping boagion yang
tahun sebelumnya aiouv pada tahun REP bersangkuian yang sudah didanoi
dari pinjoman luar negern.

3. Evalugs program dan kegiatan. Kemeanterian/lembaga harus melaksanakan
pengendaliaon dan evoluasi pelaksonoan rencana pembangunan, Agar
pelaksanaan ini frasparan, maka dokumean rencono strotegis hamus memoat

bogaimona suatu  progrom/kegioton  dGevaluasi.  Untuk-itu ukuran-ukuran
kebernasian program don keglotan harus dicantumkan sejelas-jelosnyo.,

4. lodwaol peloksanaan evaluasi progrom. Evaoluasi progrom fidak  mungkin
dilakukan hop tahun, ckan letapi lebih bak dilakukan di pertengahan don
akhir perode rencona. Oleh karena Tlu dokumen renstra  perky
mencantumkan jodwaol ini agar masing-masing pihok dopal mengikuli
dengan seksamia.
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LAMPIRAN 2.

PETUNJUK PENYUSUNAN
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

L= Urmum

Renja-KL adaloh penjoboran dor RenstroL. sehinggo untuk dopat
mekhat konsistensi anfora Rensira-KL don Renjo-KL,  maka dokumen Renjo-KL
jvga peru memuat kembali pokok-pokok isi dari Renstra-KL tersebut seperti Visi,
Misi, Tujuon, Strotegi, don kebijokon kementerian/lermibaga. Untuk menunjukkan
bahwa Renjo-KL memilki fokus, maka Renjo-KL peru memual permasaliohan
yang bersspodanan dengon pricrfas pembaongunan nasional yong okan
ditangoni pada tohun yang direnconokon, Selanjuinye Renjo-kL  peru
menunjukkan kebfokan yang ditempuh oleh kementerian/lembaga  dalam
menangani permasalohan fersebut diatas.  Rencana tindak kebijakan ini
dituangkan daolam mairiks kegiatan dalam Formul -1, dan Formulie -2,

Secara umum sistematika Renjo-KL odalah sebagai berikut:

REMJA-KL-Marosi
o. Visi & Misi KL dalam Rensira
b. Tujuan, Sfralegl. Kebjokan KL dord Renstra
€. Permasalahan/Fokus unfuk tahun yang
direncanakan
d. Kebijgkon KL

&+ Maoiriks Kegiatan
a.  Forenwlic -1
b. Forrmwlir 152

e Nargsi

a.  Visi dan Misi yong dicontumkan dolom Renjo-KL harus samo dengan
Visi dan Misi yang tertuang dalom Renstra-KL

b, Tujuan, Strategi. dan Kebiokan Kementerian/Lembaga juga dikufip
soma dengan Renstro-EL. Hal inl dimaksudkan untuk senontiosa
dapat melihat konsistensi antara rencana kerja tahuan dengan
Renstra-KL,

€. Permosoiohon/Fokus adoloh permasalohan yoang dihodaopi olah
masyaroxst  yang  sesuol dengan  kewsenangan dan  fungs
kemenlerion/lembogo dan yang dionggop perdu mendapal
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perhation khusus dalom fahun rencana. Permasalahan ini harus
dapal menjeloskan alosan  atou  tercermin dalam komposisi
anggaran yong diusulkan. Kolou permasalahan ferdapal dalam
safu program, maka porsi anggaran program yang bersangkutan
akan barbeda dengan tahun sebalumnya.

d. Kebijokan Kemenferian/Lembaga yang lerdiri dari dua jenis:

I} Kebiiokan Eksternal yaitu  kebiokan yong diambil untuk
mengotad permasalahan [yang disebutkan daolaom bagion c di
atas]. Poda bagion ini harus  dietaskan bogaimana
kementerian/lembaga menangani  permasalahan  tersebut,
opakah melalui: (o) kegiotan dalom kerangka regubkasi yvaitu
kegiatan yang mendorong, memfasiitasi atau yang mengaiur
kegiotan mosyarakat; otau (b) kegiatan dalom kerangka
anggaran  yailu  kegiatan  kementeran/lembaga  dalam
menyedickan  borong/loyanan umum dan investosi
pemernfah. Telopi kolou permosolohon yang  difokuskan
adalah permasalahan lanjutan moka harus oda penjelasan
apa yong sudah dicapoi pada tahun sebelumnya dan alasan
untuk melanjufikan poda tahun yang direnconakan, Kebijokan
ini di¥ategorikan dalam kebijakan eksternal karana berpangkal
poda apa yang dopat diberikan oleh kementerian terhodap
penyelasaion permasalohon yang aoda di masyarokat,
Kebfokan eksternal harus tertuanag dalom matriks kegiatan.

2]  Kebijakan internal yaitu kebijokan internal yaitu kebijokan yang
berkailan dengan cara kementeran/lembaga men'deliver”
peran  lesebut ke masyarakal, misolnya  diperukannye
recrganisost di kementerian/lembogo. kebjokan “pengetatan
kat  pinggang”. alou  bahkan  eksponsi ofganisas
kementerion/lembaga, dan  lain-iqin, Kebjakan inii peru
diconfumkan dalom Renja-KL untuk  menunjukkan  poda
masyarakal baohwao secarg  internal kementerian/lembaoaga
meiakukan upayo-upaya unfuk memperbaiki  penyedicaan
tarang dan layanan umum ke masyarakal.

Mardriks Kegigtan
Terchin cari dua Formulie, yaitu:
» Formuiirl-l: Rongkuman  Rencana  Kegiglan  Kementerian/

Lemboga
. Forrmwlir 1-2¢ Rencanda Kegiatan untuk masing-masing unit Eselan 1.

Formulir don petunjuk pengisiannys dapat diihat pada Lampiran 2 dan
Lampiran 2 barikut.
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LAMPIRAN 3.

Fomulr | = 1
RENCANA KERIA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
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LANJUTAN LAMPIRAN 3.

Cara mengisi Formulir I-1 : Rencana Kerjo Kementerian/Lembaga

Header diisi dengan noma kementerianfliembago yang bersangkutan,
Kolom | adalah Kode Fungsi, Sub-Fungsi, dan Program, lihat Lampiran.
Eolom 2 disi dengan Fungsi, Sub Fungsi dan Program APEM tahun
bersangkutan.

Kolom 3 disi dengan indikator hasil dari progrom yang bersangkutan yaitu

segala sesuaty yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalaom satu program.

5. Kolom 4, Penanggung Jawab Program dilsi dengon Eselon |
Kemenirerian/Lembaga.

6. kolom 5 Alokasi TA X-1 {fahun anggaran berjalan) diisi dengean jurniah
alokasi anggaran untuk program dimaksud pada pada TA X-1,

7. Kolom é. kalom 7. don kolom 8 adaloh indikasi Anggoran TA X (fahun
anggaran yang direncanakan) ditsl dengan jumich alokasi anggaran
yang diusulkan untuk progrom dimaksud podao poda TA X, dengan
rincian sabogal berikut:

a. Kolom é odalah indikesi onggaran yong bersumber dari Rupiah
Murni.

b. Kolom 7 adalah indikasi anggaran yong bersumber dari PHLM,

c. Folom 8 adalah total indikasi anggaran TA X,

8. Kolom 9, kolom 10, dan kolom 11, adalah prakiraan anggaran uniuk

pregram dimaksud pada pada TA X+1 [satu tohun setelah tahun

anggaran yang direncanakon), dengan rincian sebogai berikut:
a. Kolom ¥ adaloh prakiraan anggaran yang bersumber dari Rupiah
Murni,
b. Kolom 10 odalah prakiraon anggaran yang bersurmber dari PHLN,
c. Kolom 11 adalah total prakiraon anggaran TA %+1.

il
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LAMPIRAN 4.

Famrnadid | -2
HENCANA KERJA UNIT KERIA ESELON |
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LANJUTAN LAMPIRAN 4.

Cara mengisl Formulir I-2: Rencana Kerja Unit Kerja Eselon 1

. Heoder disi dengan nama kementerian/lermbaga, unit kerfja esslon |

yang barsangkutan serfa noma program.

. Rolom | diisi dengan jenis kebjakan dan kegiatan yang akan

dilaksanakan. Jenis kebljokon dan kegiatannya diklasifikaskan menurut
kerangka regulasi dan kerangka anggaran,

Kolom 2 diisi dengan indikator keluaran dori keglatan yang
bermongkutan,

Indikator kinerja untuk kegiotan-kegiotan dalom kerangka regulasi harus
menunjukkan tingkat / jenis dokurmen hukum yang menjadi sasaran akhir
kegiatan, seperti:
e  Amaondemean LUUD:
Undang-undang (UU);
Peraturan Pemerintah [PP):
Peraturan Presiden (PerPres);
Kepulusan Presiden (Keppres);
Peraturan Daerah [Perda);
Instruksi Presiden (Inpres);
Peraturan Kepaka Doeroh (PerkaDa);
Keputusan Kepala Daerah [SK Kepda);
Keputusan Menteri [Kepmen);
Instruksi Mented,
don kain-kain yang diockul daolom nomenklotur hukum o
Indonesia

o o000 00O oa g

. kolom 3 diisi dengon sasaran yang ditetapkan untuk tahun angganan

bersangkutan. Bila kegiotan kerangka regulasi mermbutuhkan anggaran,
maka pilihan sasarannya adaloh sebagai berikut-

o Pengendlon masalah  [bockground  studies, problem
identification);
Penyusunan rancangan kebijakan |policy formulation);
Penetapan kebjjakan (decision making);
Sosialisosi kebjjakon (public campaigning):
Fenagakan / pelaksanoannya (policy applicatfion):
o Evoluasi kebijokan (policy evaluation).

6 o a o

. kolom 4 mengenal penanggung jowab kegiatan diisi dengan safuan

kerja UKE Il yang bersangkutan.

. Kolom 5 diisi dengan jurmiah alokasi anggaran unituk kegiatan dimaksud

pada TA X-1 {tahun anggaran beralon).

. Kolom &, kolom 7, kalom 8, kolom 2, dan kolom 10 adalah indikasi

anggaran TA X [fahun anggaran yang direnconakan] yang diisi dengan
jumkah alokast onggaoran yang diusulkan untuk TA X yang bersumber deri
rupiah murni dengan rincian sebagoi berikul:




Kolom & diisi dengan indikasi anggaran unfuk Belanja Pegawai.
Kolom 7 diisi dengan indikasi anggaran uniuk Belanja Borang dan
Jasa.

oo

c. Kolom 8 diisi dengon indikas anggaron untuk Belanja Modal,

d. Kolom ¥ disi dengon indikasi anggaran untuk Lain-igin yang terdin
atas hibah, subsidi, dan bantuan sosial.

e. Kolom 10 adaloh total indikasi anggaran TA X yang bersumber
diari rupiah murni,

8. Kaolom 11, kolom 12, dan kolom 13 adaloh indikasi anggoran TA X yang
diisi dengan jumiah alokasi anggaron yang divsulkan untuk TA X yang
bersumber dan PHLN dengan rincian sebogei berikut:

a. Kolom 11 diisi dengan indikasi anggaran yang bersumber dari
Pinjoman Luar Negeri.

b. Kolom 12 diisi dengon indikasi anggaran yong bersumber dari
Hibah.

€. Kolom 13 adalah total indikasi anggaran TA X yang bersumber
aar PHLM,

¥. Kolom 14 dan kolom 15 diisi dengan prakiraan anggaran uniuk kegiatan
yang bersangkutan untuk TA X+1 {sotu fahun setelah fahun anggaran
yang direncanakan).

0. Kolom 14 untuk prakiroan anggaran darn Rupiah Murmi.
b. Kolom 15 untuk prakiroon anggaran dan PHLN,

10. Kolom 16 diisi dengan klasifikasi anggaran yang meliputi anggaran pusatf,
dekonsentras dan fugas pembantuan.

11. Kolom 17 diisi dengan lokasl kegiatan yang bersangkutan di wilayah
Propinsi dan Kobupaten/Eola terkait.
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LAMPIRAN §

FORMAT RANCANGAN RKP

1. BUKU1

. Bab 1 Prioritas Fembagunan Nasional

Bob ini menguraikan 2 hal utama yang ferdii dari Kondisi Umum dan
Agenda Priorifas Pembongunan Naosional, Kondisi umum mancakup
berbogai permasalahan yang masih dibadapi oleh bongsa Indonesio
dan isu-isu strategis, baik secora nasional moupun dalam masing-masing
bidang sampal dengan saat-saat terakhir penyusunan REP.

Agenda Priortas  Pembongunan Masional mencakup  agenda
pembangunan yang diprontaskan unhuk dilcksanakan, yang didasarkan
pada permasalahan dan tantangan yang termuct dolam kondisi miLm.
Contohnyao adalah  mempercepat reformaosi, meningkatkan
kesgjohteroan bangsa, serfa memperkokoh kesofuan dan parsatuan
bangso. Agendo fersebul dijaborkan dolam pricritas dan longkah-
longkah kebjokon dolam berbagai bidong pembangunan dengan
mempertimbangkan berbogai isu olau berbagal keterbatosan yang
menjodi kendaolo dalom pelaksanaanya.

. Bob 2 Kerangka Ekonemi Makro dan Pembiayaan Pembangunan

Bab ini memberkan gambaran ekoromi makro pada tahun rancangan
RKP yang bersangkuton don akan dioksanakan dan pembiayaan
pembangunan yang diupayokan melalui langkah-langkah kebijokan
untuk  menghadopl  tantangon pembangunan  dalam rangka
pencaopaion agenda pembangunan dalam kurun wakiu tersebut,

Di dolam kerangko ekonomi makro dan pembioyoan pembangunan
antara loin dikemukakan mengenai kondisi ekonomil dan perkiraannya
sompai dengan saol peloksanaan RKP, perkiraan kondisi internal dan
eksternal sool pelokionoon REP vang bemsongkutan diloksanakan,
tontangon-tantangan pokok yang  hams dhodaopi, aroh kebiokan
ekonomi makro, dan prospek ekonomi untuk tahun pelaksanaan REP
yang menggombarkon perfumbuhon ekonomi, neroca pernbayaran,
stabilitas moneter dan keuangan negara.

. Bab ke-3 sampai dengan bab ke-n

Bensikan rencano kera pemerintah berdosarkon isu pemMzanguUnan yang
pembagiannya ferganiung don isu-su pembangunon pada soab REP
disusun. Oi dalam masing-mosing bab tercakup: [1) Kondis urmum: |2}
sosaran; (3} Aroh Kebijckan: don [4) progrom-pogram permbangunan.
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w Bab ke n+1 Kcidah Pelaksanaan

Bab ini menguralkan kaidah-koidah yang menjadi piakan dalom
pelaksanaan REP. Bob ke n+2 merupakan bab penutup. Bab ini bersikan
himbouan dor Presiden unfuk melaksonakan RKP secarg sUngguh-
sungguh.

2. BUKU 2

Merupakon lompiran dori Buky ] yang menguwraikon  keseluruhan
Brogram-program pembaongunon secorg lebih terperinei dalam matriks rencana
tindak RKP yang terdid dari matriks E1 dan E2 untuk masing-masing bidang.

" Formulir E1

Fommwlir El bersikon  wraion program-program  pembangunan  yang
disusun berdasarkan bidang pembangunan. Barks formulir E] berisikan
nama program. outpuf, oulcome, indikator hasil joutcomes), indikator
keluaran (ocutput), instans penanggung jowab. Alokas TA tahun ke n-1.
usulan anggaran tahun ke-n yang terdin dari rupiah murnl, bontuan luar
neger, seria hibah, dan perkiroan onggaran tahun n+1. Eoiom matiks El
persikan program-program permbangunan pada bidang pembangunan
yang bersangkutan, yang divraikan logi atas jenis keluaran dorl program
tersebut yang meliputi kerangka regulas dan kerangka anggaran,

Kerangko regulasi merupokan kegioton pemerintah unituk menatapkan
dan menegakkan peraturan yang beraky, Hal ini didasarni cieh kesadaran
bahwo meskipun rancangan pembangunan disebut dengon rencang
kerjia pemernfoh, namun kegiotan pembangunan oleh masyarakot
sendiri tetap merupakan hal yang paling utama. Oleh sebab itu, agar
pembangunon yang diksksanckan sendii  oleh masyarakat berjalan
optimal dipedukan pengoturan yang tepat, pemerinfah berkewnijibian
untuk menetapkan don menegakkan paraturan yang dipedukan.

Kerangka anggaran meliputi kegiotan pemerntah untuk menyadiakan
barang don josa. Hal ini didosar oleh karena tidak semua barang dan
jaso yong diperukan ckan dihasitkan oleh masyarakat itu sendid, dan oleh
sebab ity Pemerintah berkewaojiban menyediakannya. Contohnya ontora
lain adaloh perfchanon don keomanan: keterssedioon dala dan
informasi; jalan umum; jembaoton; pengolahan limbah; subsic peloyonan
pendidikan, kesehotan, don jaminan sosiol.
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Formulir E2

Formulir  E2  berisikan  urgian  program-program pembangunan
berdasarkan kementeran/lemboga. Dalam formulir E2 tidok dipisahkan
antara progrom yong fermasuk dolam kelompok kerongka anggaran
dan kelompok kerangka regulasi,

Basrks formudir E2 terdini dari program, indikator hasil loutcomes), pelaksana
program, alokasi anggaran tahun n-1, usulon onggaran tohun n, usulan
anggaran fahun n yong terdid dard rupiah murmi, pinjomaon luar neger,
serta hibah, don perkiroan tahun n+l. Kolom formulr B2 berisikan
PrOgram-program parmbangunan pada masing-masing
kementerian/lemboga
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LAMPIRAMN 6.

WATRIKE E-1

MATRIKS RENCANA TINDAK RHKP
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Hopglatan Fokok {Cutcomues) | (Ouiput) | TA X Jowsb | TA LA |Pegawal| Bemng! | Modal | lain Taotal FLKE Total Kab¥ols
Jasa
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3. Vagak Famtantuan [ Penanggueg Sewah Kigistan adalah Kemenleisn! o Darkuan Seslal 3, TP = Tugas FPembasiusn

4 A pusl Kemerisian

Lembega bag program Lwlad

Kamerisi@n ! Lewnhoga

Lmibaga Yang Melaksanaian kegislan yhe
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LAMPIRAN 7.

MATRIKS RENCANA TINDAK RKP

MATRIKS E-2

Kamenterian f LEMBAgGA § . cccciarierasereriammmmrmsinnssrrescsn i rnnn s s st ss tananaasadsisnss

T Trstanal |q5|uul.lnuunr;myn Juaan Fuplah]
indikatar | Penang. Ruplah Murnl LN
Programi Hasll gung | Alokasi [ Helanja | Bolargs | Oelanja [ Lakn- Prakiraan
Haglalan Pohak iOuteomos]| Jawab | TAX-1 |Pegawael| Barang! | Modal | lain Todal PLH Hikah | Total TA K+
desa |
i) & &Y 4} [ 15] [ (B} 1 {35} i1 11z} {35} RET)
QGRAM ... v EE O EEEES AR EEXE MR EMHH WHKR K R EEKK KRR HNEH
P k AL EXWE AW TEEE " ARAR L4444 ANEE NN LEEE] N EXEN
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w7 1T Y o KRR W EEXE AR HEEE EEXX EEEE] MRNK o R WA EEEE
ROGERAM .o s iias N EEET EEXE EERR EEEE FEE T i EEEE EKEE EXEE EEE
[P R R ik a MHME EEEL] MM LEEE MMEK EEEE WAAA EELES e MEER REEE
PPFROGRAM ..o XA KEEE R ENEE EEEE AWNN EEER WO R WA EEET
Halsrargan:
imstams| Penangmung Jawab | olom £} Lain-Eaip (kelom 10) mentakisg pengelsaran unbus) Kolom 20
{1} Penanggung Jawab Frogram adalah MardeiPempinan &, [Hibah 1. P = Pusal
LembagaiPeabat Esslon | Yarg ditunjuk sheh Memar b, Subsidi 2. 0 = Dekonsemirasi

(2} Penanggung Jawab Kegixian ndatah Linil Cigaaiami
dl KemapsaiaryLembaga yaag melaksanaken kegistan inl

& Banbuan Sodial

TP = Tugas Pambariuad
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